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PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS PEMERINTAH

PROPINSI SUMATERA SELATAN :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

¢ 8 bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemetintahan Dacrah dan Peraturan Pemeriniah Nomer 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
Scbagal Dacrah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu
untuk menata kembali Organisasi Lembaga Teknis Daerah di
Lingkungan Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan;

. bahwa :;.esuai Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah pada Pasal 2 ayat (3) disebutkan
bahwa Peraturan Dacrah hanya menetapkan pembentukan, kedudukan,
tugas quc«k, fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah;

. bahwa lehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, unjuk mmynngsgu%

pemberlakuan Otonami Daerah Tahun 2001, maka Susunan Organisas

- Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera

Selatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Undang-undang 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerirfahan
Daerah ( Lembisan  Negara RI Tahua 1999 Nomer 60, Tambahan
1embaran Negara Nomor 3839 )

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tenfang Perimbangan
Kenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 3851 );

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ftentang Pokok-pokok
Kopegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomer 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041);

. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 , Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890) ;
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BAE 11
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Dacrah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Propinsi
Sumatera Selatan,

(2) Lembaga Teknis Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini adalah :

a. Badan Pengawas Propinsi ;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi ;

¢. Badan Pengendalian Dampak Lingkungun ;

d. Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi ;

¢. Badan Kepegawaian Dacrah Propinsi ;

f. Badan Penclitian dan Pengembangan Dacrah Propinsi ;

g. Badan Ketahanan Pangan ;

h. Badan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal ;

i Badan Pariwisata Dacrah ; |
F:i. Kantor Informasi dan Komunikasi Daerah ;

k. Kantor .d_.ruip Daerah ;

}. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;

m. Kautor Pemuda dan Olah Raga.

BABIN
BADAN PENGAWAS PROPINSI

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

(1) Badan Pengawas Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah
Propinsi.

(2) Badan Pengawas Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Propinsi.
Bagian Kedua

Tugas Pokok
Pasal 4

Badan Pengawas Propinsi mempunyai tugas membantu Gubermnur dalam
penyclenggaraan Pemerintahan Propinsi di bidang pengawasan. .
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

T

Pemerintah  dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3952 );

Peraturan  Pemerintak Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Cgsﬂﬁmi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor
165);

Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah  dan Rancangan Kepwiusan Presiden
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, Yang dimaksud dengan :

1,

O

Pemerintah Propinsi adalah Kepala Dagrah beserta Perangkat Daerah
sebagai Badun Eksekutlf Dasrah Propliel Sumatera Belatun;

Propins] adalah Propinsi Sumatera Selatan;

Gubemnur adalah Gubernur Sumatera Selatan;

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan;

Sekretaris Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera
Selatan;

Lembaga Teknis Dacrab Propinsi  adalah Lembaga Teknis Daerah di
lingkungan Pemerintah Propinsl Sumatera Selatan;

Kepala adalah Kepala BadasKantor di Lingkungan Pemerintah Propinsi

Sumatera Selatan;

Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan/Kantor di Lingkungan
Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan;

Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam
Struktur  Organisasi, namun sangat diperlukan  dalam tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan,
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Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan
Pengawas Propinsi mempunyal fungsi |

a,
b.

pmuusmkebijakmtaknindibidaugpmgawawu

pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemerintahan umum,
pemerintahan daerah yang meliputi bidang-bidang Pemerintahan dan
Pertanahan, Keuangan, Kekayaan dan BUMD, Kesejahteraan Sosial
Masyarakal, Pembangunan Fisik, Aparatur ;

pelaksanaan pengujian serta penilaian atas laporan setiap unsur dan/atay
instansi di lingkungan Pemerintahan Daerah ;

pelaksanaan pengusutan terhadap pembenaran laporan dan pengaduan
tethadap penyimpangan dan penyalahgunaan di bidang Pemerintahan dan
Pertanahan, Keuvangan, Kekayaan dan BUMD, Kesgjahteraan Sosial
Masyarakat, Pembangunan Fisik, Aparatur :

pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional,

Bagian Keempat
Susunan Organisasai
Pasal -6

(1) Badan Pengawas Propinsi terdiri dari :

a. Kepala ;

b. Sekretariat, membawahkan :
1, Subbagian Perencanaan,
2, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan,
3, Subbaglan Administrasi dan Ummui,
4. Subbagian Kepegawaian.
¢. Bidang Pemerintahan dan Pertanahan ;
d. Bidang Keuangan ;
¢. Bidang Kekayaan dan BUMD ;
f. Bidang Kesejahteraan Sosial Masyarakat ;
. Bidang Pembangunan fisik ;
h. Bidang Aparatur ;
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawas Propinsi sebagaimana

tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini,
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BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI

Bagian Pertama
Kedudukaan
Pasal 7

(1) Badan Pmanam Pembangunan Dasrah Propinsi, selanjutnya dissbut
Bappeda Propinai, merupakan unsut penunjang Pemerintah Propinsl,

(2) Bappeda Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal §

BAPPEDA Propinsi mempunyai fugas membantu Gubernur dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Propingl dalam lingkup perencanaan dan
pengendalian pembangunan,

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 9

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8,

Bappeda Propinsi mempunyai fungsi :

4. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan
Daerah ;

b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi ;

¢. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Daerah
jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ;

d. penyusunan program-program pembangunan tahunan (Propeda) sebagai

rencana-rencana terscbut pada huruf a Pasal ini, yang dibiayai

ulahnwahuendiﬂm;pmmgdﬁ;mnkmktpadaPmrhmhunmk
dimasukkan ke dalam Program Tahun Nasional (Propenas) ; -

¢. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, satuan organisasi
lain dalam lingkungan Pemerintah Propinsi, Instansi-instansi Vertikal,
Dacrah-daerah Kabupaten/Kota dan Badan-badan lain yang berada dalam
wilayah Propinsi ;

f. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dacrah Propinsi bersama-
sama dengan Biro Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Daerah ;

8 pelaksanaan koordinasi dan atau melakukan pengkajian/pembinaan terhadap
perencanaan pembangunan di daerah ;

h. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan
didawahuuhkpmwmpmnmmm!&bihlmﬁm;

i pengadaan pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di
daerah ;

j. pelaksanaan  kerjasama dengan pihak luar negeri antar Daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota dan antar Lembaga Non Pemerintah dalam rangka
perencanaan pembangunan ;
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k. penyusunan laporan pertanggungjawaban  Gubernur  di bidang
P f

I pelaksanaan ,kegim lain dalam rangka perencanaa. sesuai petvnjuk
Gubemur ;

m. meayediakan data, informasi dan hasil-hasil pembangunan yang sedang dan
alau yang telah dilaksanakan ;
n. melaksanakan kegiatan Tata Usaha Bappeda Propinsi.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 10

(1) Susunan Opganisasi Bappeda Propin i, terdiri dari ;
8. Kepala ; !

4. Subbagian Umum. .
¢. Bidang Perencanaan Strategis, membawahkan :
1. Subbidang Pengkajian Potensi Sumber daya;
2. Subbldang Pengkajian Aspirasi Masyarakat;
3. Bubbidang Formulasi dan Evaluasi Rencana Strategis;
4.  Subbidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup,
d. Bidang Program dan Anggaran, membawahkan :
1. Subbidang Pembangunan SDM & Sosial Budaya;
2. Subbidang Pembangunan Perekonomian;
3. Subbldang Pembangunan Sarana dan Prasarana ;
4. Subbidang Perencanaan Anggaran,
e. Bidang Kerjasama Pembangunan, membawahkan :
1. Subbidang Kerjasama Luar Negeri;
2. Subbidang Kerjasama Dalam Negeri;
3, Subbidang Peningkatan Peranserta Masyarakat .
f. Bidang Manajemen Pembangunan, membawahkan :
1. Subbidang Data/Informasi Potensi & Hasil Pembangunan;
2. Subbidang Pengkajian dan Standarisasi:
3. Subbidang Pelayanan Kepada Masyarakat.
g- Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan,
membawahkan :
1. Subbidang Pengendalian Program Pembangunan;
2. Subbidang Evaluasi Program Pembangunan ;
3. Subbidang Pelaporan .
h.  Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagan Susunan Organisasi Bappeda Propinsi adalah sebagaimana
harcanﬂnndalamlmpimnﬂdanmmpakmbngiauymgﬁdnkwmisahkm
dari Peraturan Daerah ini,
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BABV

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
DAERAH PROPINSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 11

(1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi merupakan
unsur penunjang Pemerintah Propinsi.

(2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi dipimpin olsh
scorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernut melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 12

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi mempunyai tugas
membanty Gubernus dalam pentyelenggaraan pemerintahan Propinsi dalam
bidang pengendalian Dampak lingkungan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi
Pasal 13

Dalam menyelenggarakan ﬁlau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan

Pengendalion Dampak Lingkungan Daerah Propinii sempunyal fungsi ;

& perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan
standar/pedoman ;

b. pengendalian lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota ;

¢. pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut 4
(empat) s/d 12 (dua belas) Mil ;

d. pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas
Kabupaten/Kota ;

¢ penilaian analisis mengenai dampak htskuﬂ' _ gm(AMDﬁL] bagi kegiatan
kegiatan potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang
lokuhysﬁwﬂ darl suatu Kabupaten/Kota ;

f. pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota ;

g penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan
nasional ;

h. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi.

i. pengelolaan ketatausahaan,



Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 14

(1) Busunan Organisasi Badan Pengendalian Dampek Lingkungan Daerah

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahkan ;
1. Subbagian Program;
~2, Subbagian Hukum;
3. Subbagian Umum,

¢. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
1. Subbidang Pengembangan Kapasitas;

4-2. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
dan Pencemaran;

3. Subbidang Pengkajian dan Pembinaan Teknis AMDAL;
4. Subbidang Pembinaan dan Perizinan.

d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan, membawahkan :
1. Subbidang Pemantanan Kualitas Lmshlngm
2, Bubbidang Pemulihan Kualitas
3. Subbidang Analisa dan Evaluasi;
4. Subbidang Peranserta Masyarakat,

e. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkwiigan
Daerah Propinsi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IIT dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
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BABV
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROPINSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 15

(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi adalah unsur penunjang
Pemerintah Propinsi.

(2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi dipimpin oleh scorang Kepala
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melaluj
Sckretaris Dacrah Propinsi;

Bagian Kedua
Tugus Pokok
Pasal 16

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
penyelenggaraan Pemerintaban Propinsi dalam bidang Pendidikan dan
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 17

Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi mempunyai fungsi ;

a. perumusan bahan kebijkasanaan , analisa kebutuhan dan penyusunan
program pelaksanasn pendidikan dan pelatihan mangjemen pemerintahan,
teknis, fungsional, strukiural serta melakukan evaluasi:

pembinaan pelaksanaan pendidikﬁn dan pelatihan daerah kabupaten/kota;
pelaksanaan pengajaran dan pelatihan;

pelaksanaan seleksi/rekrutmen peserta diklat;

perumusan desain knrikulum dan sillabi diklat;

f. peayusunan materi/bahan/modul diklat;

g pembinaan tenaga pengajar, pessrta dan alumni Diklat Propinsi Sumatera
Selatan;

h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi hasil pendidikan dan
pelatihan dalam rangka pengembangan karier pegawai:

i pengelolaan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, rumsh tangga,
dokumentasi dan perpustakaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi .

~ r &

o
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Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 18

(1) iu:immn Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Propingi, terdiri

a. Kepala ;

b. Sekretariat, membawahkan
1. Subbagian Perencanaan dan Pengendalian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum dan Tata Usaha Kepegawaian;
4. Subbagian Perpustakaan,

¢, Bidang Pendidikan* dan Pelatihap Manajemen  Pemerintahan
metmbawahkan :
1. Subbidang Diklat Kader:
2. Subbidang Diklat Manajemen Pemerintahan Tingkat Dasar;
3. Subbidang Diklat Manajemen Pemerintahan Tingkat Menengah.

d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional membawahkan :
1. Subbidang Diklat Keuangan;
2. Subbidang Diklat Pembangunan;
3. Subbidang Diklat Administrasi;

¢ Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis membawalkan :
1. Subbidang Diklat Teknis Substassi Departemen Dalam Negeri;
2. Subbidang Diklat Teknis Umum,
3. Subbidang Diklat Teknis Sektoral;

f. Bidang Pendidikan dan pelatihan Struktural membawahkan :
1) Subbidang Diklat Prajabatan;
2) Subbidang Diklat Struktural Tingkat Dasar;
3) Subbidang Diklat Struktural Tingkat Menengah,

g Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi adalah

sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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BAB VII
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROPINSI

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 19

(1) Badan Kepegawaian Daerah Propinsi merupakan unsur penunjang
Pemerintah Propinsi,

(2) Badan E;e pegawaian Dagrah Propinsi dipimpin eleh seorang Kepala yang

bawah dan bettanggung jawab kepada Gub laluj
Sekretaris Daerah Propins] . o mean

Bagian kedua
Tugas Pokok

Pasal 20

Badan Kapmwaim Dusiah Propinil meripunyal tugas membantu Gubernus
dala penyelenggasuan Pemerintahan Propinsl dalam bidang Kepegawalan
Daerah scmaid@gaqpcrann-an perundang-undangan yang berlakp.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Badan
Kepeguwalan Dasrah mempunyai fungs] :

a. penyiapan penyusunan peraturan  daerah di bidang kepegawaian sesuai
dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah :
perencanaan pengembangan Kepegawaian Daerah ;

penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah ;

penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian

pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar,dan prosedur
yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan :

¢. penyiapan dan penctapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Dagrah ;

f. penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Dactah
Sesuai dengan norma, standar,dan prosedur yang ditetapkan dalam
peraturan perundangan-undangan ;

g penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

h. pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah :

i penyampaian informasi Kepegawaian Daerah ke BKN (Badan Kepegawaian
Negara).

j-  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang
fugasnya.

e =
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Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Propinsi terdiri dari :

@

d.

b.

g

Kepala;

Sekretariat, membawahkan :
1, Subbagian Umum;

2. Subbaglan Kepsgawalan:
3. Subbagian Keuangan;

4. Subbagian Perlengkapan.

Bidang Pembinaan Kepegawaian, membawahkan :
1. Subbidang Hukum dan Perundang — undangan;
2. Subbidang Perencanaan dan Program;

3. Subbidang Pengembangan Pegawai.

Bidang Pengangkatan dan Pemindahan, membawahkan :

1. Bubbidang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai;

2. Bubbidang Pengangkatan , Pemindahan dan Pemberhentjan dalam
Jabatan; -

3. Subbidang Pemberhentian dan Penetapan Pensiun .

Bidang Kepangkatan dan Penggajian, membawahkan :
1. Subbidang Kepangkatan I:

2. Subbidang Kepangkatan II;

3. Subbidang Penetapan Gaji dan Kesejahteraan .

Bidang Administrasi Pengolahan Sistem, membawahkan :
1. Subbidang Administrasi Kepegawaian |

2, Bubbidang Dokumentasi dan Informasi ;

3. Subbidang Operasi Komputer dan Penyajian Data;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Dastah Propinel adalah
ummmmwwmvmmmpakmbagimm
tiduk terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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BAB VIII

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROPINSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 23
(1) Badan Penclitian dan Pengembangan Daerah Propinsi merupakan unsur
penunjang Pemerintah Propinsi,
(2) Badan Penclitian dan Pengembangan Daerah Propinsi dipimpin oleh

scorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sckretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 24

Badan Penelitian Dan Pengembangan Dacrah Propinsi mempunyai tugas
membaniu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propins] di bidang
penelitian dan pengembangan Daerah,

Bagian Ketiga
Fungsl
Pasal 25
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan
Daerah ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi mempunyai
fungsi :
& perumusan kebijakan operasional, pengkajian analisis dan penelitian di

bidang pemerinishas, pembangunan, keuangan Daerah dan pemberdayaan
fasyarakat |

b. pengkoordinasian kebijakan operasional pengkajian dan penelitian di bidang
pemerintahan, pembangunan, keuangan daerah dan pemberdayaan
masyarakat ;

¢. pengembangan Program kelembagaan dalam penclitian dan pengembangan
di bidang nmbmmmm. keuangan Dacrah, dan pemberdayaan masyarakat
dan hslﬁdupan Berbangsa dan Bernegara!

d. pelaksanaan teknis pidang penelitian dan pengembangan Daerah;

¢. pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;

f. pelaksanaan tugas-tugae lain yang diberikan oleh Gubernur.
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Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dag Daerah Propinsi
WMWu: Pengembangan Propinsi

(@)

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahkan
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Umum;
3. Bubbagian Keuangan,

¢ BidmgPengkqjizanleﬁutnhmdeembmgm membawahkan
v"1. Subbidang Pemerintahan; .
2. -Subliidang Pembangunan,

d. Bidang Pengakajian Pemberdayaan dan Linmas, mmk;wahkan :
1. Bubbidang Pemberdayaan Masyarakat:
~ 2. Subbidang Perlindungan Magyarakat.

¢. Bidang Pengkajian Kehidupan Berbangsa dan Bemegara,
membawahkan :
1. Subbidang Kehidupan Berbangsa;
2. Subbidang Kehidupan Bernegara,

f. Bidang Pengkajian Potensi dan Keuangan Dacrah, membawahkan !
1. Subbidang Potensi Daerah;
2. Subbidang Keuangan Daerah.

g Kelompok Jabatan Fungsional,

Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitlan dan Pengembangan Daetahi
Hﬂphdﬁﬂnhﬂblgﬁmmatmmﬁ:mdalmlmm&mﬂdm

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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BAB IX

BADAN KETAHANAN PANGAN
Baglan Pertama

Kedudukan
Pasal 27

(1) Ba&ajn ' Ketahanan Pangan merupakan unsur penunjang  Pemerintah

(2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
I;awah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
ropinst.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pagal 28, Badan

Ketahanan Pangan mempunysai fungsi:

a. pengawasan dan pemantavan terhadap pelaksanaan norma dan standar
pengadaan, pmgulolaandmdistﬁbuaibahmpangm;

b. pengkajian terthadap penyediaan pangan, distribusi pangan sistem

:
]
E
E
:
:
:

=

pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan/atau pembantuan yang akan

dilimpahkan/diberikan oleh Pemerintah;

J- pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan peralatan Badan,

k. pengkajian dan perumusan kebijaksanaan ketersediaan dan cadangan

pangan;

m. koordinasi, pengembangan, dan pengendalian terhadap upaya pencegahan
dan gangejﬂakekmmganpmgandahmmkﬂmspadm
pangan;

0. penyusunan neraca bahan makanan scbagai bahan koordinasi penyusunan
program pengadaan pangan;
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pengendalian usaha dan pasar hasil pertanian;

koordinasi pengembangan dan pemantauan terhadap upaya pengancka-

ragaman konsumsi serta keamanan pangan;

pengawasan dan pembinaan penerapan standar dan koordinasi dalam
penyuluhan, pengolahan hasil, penelitian/pengkajian dan penggunaan

teknologi;

pembinaan keterpaduan antar sektor/subsektor dan wilayah dalam usaha

pertanian,

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 30

(1) Euuunﬁt brnmimi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari ;
a Kepala;

(2)

b.

Sekretariat, membawahkan ;

1, Subbagian Pmmnn,

2, Subbagian Umum dan Tatalaksana;
3. Subbagian Kepegawaian;

4, Subbagian Keuangan.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mmbawahkm

1, Subbidang Ketersediaan Pangan;

2, Subbidang Cadangan dan Stabilisasi Harga;

3. Eubquang Monitoring/Evaluasi dan Mekanisme Distribusi.

Bidanu Kewaspadaan Pangan dan Gizi, membawahkan ;
1. Subbidang Rawan Pangan dan Pola Konsumsi;

. 2. Subbidang Keamanan dan Partisipasi Masyarakat;

h.

Bagan susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran VII ini dan merupakan bagian vang tidak

3. Subbidang Mutu Pangan dan Gizi.

Bidang Agribisnis, membawahkan ;
1, Subbidang Informasi dan Promosi;

2. Subbidang Kemitraan dan Permodalan;
3. Subbidang Peluang Investasi.

Bidang Sumberdaya Pertanian, membawahkan ;
1. Subbidang Tenaga Kerja Perianian;

2. Subbidang Kelembagaan Pertanian;

3. Subbidang DIKLAT Pertanian.

Bidang Bimbingan Intensifikasi dan Pengkajian, membawahkan |
1. Bubbidang Pembinaan Ekonomi Petani;

2. Subbidang Paket Teknologi;

3. Subbidang Pengembangan Intensifikasi Usahatani.

Kelompok Jabatan thgmom.L

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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BAB X

BADAN PARIWISATA DAERAH
Bagian Pertama

Kedudukan
Pagal 31

(1) Badan Pariwisata Dastah merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi.

(2) Badan Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Gubermnur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 32

Badan Pariwisata Daerah metpunyal tugas membantu Gubernur dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi dalam lingkup pariwisata,

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Badan
Pasiwisata Daerah mempunyal fuitigsi |

a. perumusan kebijakan teknis didalam pemberian bimbingan, pembinaan, pe-
rencanaan, dan promosi di bidang pariwisata;

b. pemantanan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pariwisata se-
suai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

¢. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Badan Pariwisata Daerah terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahkan
1. Subbagian Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
{ 3. Subbagian Hukum dan Tatalaksana;
4. Subbagian Umum.
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c. Bidang Program dan Pengendalian, membawahkan
1. Subbidang Penyusunan Program:;
2. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan,

d. Bidang Koordinasi Pemasaran Pariwisata, membawahkan :
1. Subbidang Promosi dan Pameran;
2. Subbidang Bahan Promosi;
3. Subbidang Kelembagaan dan Peristiwa Pariwisata;
4. Subbidang Analisa Pemasaran.

¢.Bidang Kesenian ;membawahikan :
1, Bubbidang Pesoria Pertunjukan;
2. Subbidang Pesona Seni Rupa;
3. Subbidang Seni Tradisional dan Kontemporer.

£ Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pariwisata Daerah adalah sebagaimana

tercmmdahmlunpirm VII dan merupakan bagian yang tidak
terpmaldcandldemrauDaerath
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BAB XI
BADAN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL, MENENGAH
DAN PENANAMAN MODAL

Kedudukan

Bagian Pertama
Pagal 35

(1) Badan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal
unsur penunjang Pemerintah Propinsi
(2) Badan Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal

dipimpin olch seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubemnur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

~ Bagian Kedua
‘Tugas Pokok
Pasal 36

Badan Koperasl, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal mempunyaj
fugas membaniy Gubernur dalam Pemerintahan Propinal dalani

lingktip parkopetaslas, perigusida keol, motiengah dan penanaman modal.

Bagian Ketiga
Fungsi .
Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada Pasal 36, Badan
Kﬂﬁﬁtﬂﬁ Pengnsaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal mempunyal

a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, pengusaha kecil dan

~ menengah serta penahaman modal: .

b. pengelolaan data, koordinasi penyusunan program dan informasi di bidang
perkoperasian, usaha kecil dan menengah, serta fasilitasi pembiayaan dan
simpan pinjam;

C. penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, dan pemberian
bimbingan di bidang usaha koperasi;

d. perumusan kebijakan kerja sama dalam bidang penanaman modal dalam
lingkungan Pemerintah Propinsi maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

¢, pelaksanaan urusan Tata Usaha ,
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Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Badan Kopmi.PmaunhaKmiLangahﬂm

@)

Penanaman Modal terdir] dary :
a. Kepala;

1. Subbagian Um
2, Subbagian Kepogawatan:
3. Bubb gan;

2. Subbidang Data dan Informasi:
3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan,

d. Bidang Koperasi, membawahkan :
1. Subbldang Pertanian;
2. Subbidang Industri dan Pertambangan;
3. Subbidang Perdagangan dan Aneka Jasa;
4. Subbidang Kelembagaan Koperasi,

¢. Bidang Peugusaha Kecil dan Menengah, membawahkan :
1. Subbidang Industri Pertanian;
2. Subbidang Industri Non-Pertanian;

3. Subbidang Perdagangan dan Ancka Usaha.

f. Bidang Koordinasi Penanaman Modal Non Industri, membawahkan :
+ Subbidang Pelayanan Penunjang Pertanian;
2. Bubbidang Pelayanan Penunjang Pertambangan dan Energi;
3. Subbidang Pelayanan Penunjang Perdagangan dan Jasa,
4. Subbidang Kerjasama Penanaman Modal Non Industri,

g Bidang Koordinasi Penanaman Modal Industri, membzwahkan :
1. Subbidang Pelayanan Penunjang Industri Kimia da; Barang Kim'a;
2. Subbidang Pelayanan Penunjang Industri Logam dan Mesin;
3. Subbidang Pelayanan Penunjang Kerjasama Penanaman Modal
Industri,

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Badan Koperasi, Pengusaha Kecil, Mcnengah
MWMMMWMM-WM X
danmm:pakanbagianyangﬁdaktarpisahkmdmihmhmnﬂmahhﬁ.
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BAB XII

KANTOR ARSIP DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 39

(1) Kantor Atsip Dasrah merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi,

(2) Kantor Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
Propinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 40

Kantor Amsip Daorah mempunyal tugas membantuy Gubemur dalam
penyelanggaraan Pemerintshan Propinsi dalam lingkup Kearsipan Propinsi.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Kantor
Atsip Dasrah msmplnysl fungsl |

a. perumusan kebijakan teknis di bidang arsip dacrah ;

b. panyelenggaraan pembinaaan bidang kearsipan;

c. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi di bidang
kearsipan ;

pengolahan dan pengelolaan arsip In aktif;

akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis ;

layanan informasi dan jaringan informasi kearsipan statis ;

pembinaan tenaga fungsional arsiparis.

@ e A

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 42

(1). Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri dari :
Kepala;

Subbagian Tata Usaha;

Seksi Pengelolaan Arsip In akiif]

Seksi Pengelolaan Arsip Statis;

Scksi Pembinaan Kearsipan;

Kelompok Jabatan Fungsional.

e e R

(2). Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip Dacrah adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ind.
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BAB X111

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 43
(1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi merupakan unsur penunjang
Pemerintah Propinsi di bidang satuan polisi pamong praja.
(2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi dipimpin olch scorang Kepala

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretarig Daerah Propinsi. '

Baglan Kedua
Tugas Plnuk
Pasal 44

Kmm&munrdﬁ?mmmhwimimwdmwmm

Gubernur dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban pelaksanaan
Pemerintahan Propinsi, P

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 45

Dalam menyslenggarakan tugas sebagaiamana dimaksud Pasal 44, Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi mempunyai fungs ;

4. perumusan kebijakan teknis tentang pembinaan ketenteraman dan ketertiban
umum sesuai kebijakan umum yang ditetapkan olsh Guberur

b. penyusunan program kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban
masyarakat;

¢. pembinaan dalam rangka pengembangan kapasistas yang meliputi
pembinaan personil ketatalaksanaan , sarana dan prasarana kerja satuan
polisi pamong praja propinsi;

d. koordinasl pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sesual
dengan program , pedoinar dan petunjuk teknls:

e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan
dan rumah tangga;

f. evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan.
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BAB XIV
KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan

(2) Kantor Informasi dan Komunikasi Daerah dipimpin olch seorang Kepala

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Beksstarls Daerah Propinsi, o

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 48

Kantor Informasi dan Komunikasi Dagrah mepunyai tugas membanty Gubernuy

ﬁuhmpmwkqmm?uﬁmuﬁhmﬁﬁpmdibidmgwmﬁm
komunikasi daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi
Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas ssbagaimana dimakeud dalams Pasal 48, Kantor

a. perumusan kebijakan di bidang sistem informasi;

b. penyusunan kebijakan operasional penerangan yang disalurkan melalui
media penerangan baik media cetak, elektronik maupun media tradisional;

¢. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasj (KIS) kegiatan
operasional pencrangan dan melakukan kerjasama dengan unsur-unsur
penerangan dalam masyarakat;

d. menampung masalah gejolak/pendapat magyarakat di wilayah masing-
masing untuk diteruskan kepada Gubernur scbagai laporan arus balik,

© penyusunan rencana dan program di bidang pembangunan dan
pengembangan sistem informasi dan komunikasi daerah;

f. penyiapan standar dan prosedur pembangunan dan pengembangan sistem

informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan

komunikasi dalam kerangka Sistem Imformasi Manajemen Pemerintah

Daerah (SIMDA);

pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika

penyiapan data base untuk pembangunan dan pengembangan sistem

informasi/telematika;

1. pengintegrasian berbagai sistem informasi/telematika;

= ®
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Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 46

(1) j‘;t:launan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi terdiri

a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
.- & Scksi Pembinaan Operasional;
d. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas .
¢ Jabatan Fungsional,

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propins|
adalahi sebagaitmana berdatisi dafuin lampiran X1 dan merupakan baplan
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daetah ini.
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j- pemberian bimbingan teknis di bidang teknologi informasi serta
pembangunan, pengembangan dan pengendalian sistem informasi/
telematika di lingkungan Pemerintah Daerah;

k. pelaksanaan kerjasama teknologi informasi dalam rangka pembangunan dan
pengembangan serta pemanfastan sistem informasi/telematika;

1 pelaksanaan urusan tata usaha.

Bngl:m Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 50

(ljimriunm Organisasi Kantor Informasi den Komunikasi Dacgah terdisi

a. Kepala;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Manajemen Informasi dan Telematika;
d. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi;

e, Seksi Informasi dan Komunikasi;

f. Seksi Program dan Pelaporan:

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Informasi dan Komunikasi Daerah
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian
yang tidak terpleahkan darl Peraturan Daetah ini.
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BAB XV

KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA
Bagian Pertama
‘Keduduhan

Pasal 51

(1) Kaator Pemuda dan Olahraga merupakan unsur penunjang Pemerintah

(2) Kantor Pemuda dan Olahraga dipimpin olch seorang Kepala yang berada di

bawah dan bertanggung Jawab kepada Gubemus melalui Sekretaris Daerah
Propinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 52

Kantor Pemuda dan Olshragn mempunyal tugas membantu Gubernur dalam
petiyelenggaraan Pettistintahan Propinel dalam lingkip pemuda das olahsaga,

Bagian Ketiga

Fungsi
Pasal 53

Dalam menyslenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Kantor
Pemiida dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga ;

b. pelayanan penunjang di bidang pemuda dan olahraga ;

c. pelaksanaan urusan tata usaha.
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Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 54

(1) Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
Kepala ;

Subbagian Tata Usaha ;

Seksi Kepemudaan ;

Seksl Keolahrapaan |

Seksi Prasarana Olahraga ;

Kclompok Jabatan Fungsional.,

e DR

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga adalah sebagai-
mana tercantum dalam lampiran XTI dan merupakan baglan yang tidak
teipisahikin dord Peraturan Dastah ind,

BABXVI-
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 55

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan scbaglan dari
fungsi Lembaga Teknis Daerah Propinsi sesuai dengan keahllannya dan
kebutuhannya,

| Pasal 56

(1) Kelompok Jabatan Pﬁ:&:‘:ﬂd sebagaimana tersebut pada Pagal 55 terdirl
dar sgjuminh tenapa Jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
kelompok susual dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh scorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Lembaga Teknis Daerah Propinsi.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutyhan dan

bebar kerja, _

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
TATA KERJA

Pasal §7

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah Propinsi
melaksanakan koordinasi pengawasan melekal,

Pasal 58
Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Dagrah

bertanggung jawab meminpim dan mengkoorainasikan bawahannya serta
memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya,

Pasal 59

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Badan/Kantor bertanggung jawab
kepada atasannya masing-masing,
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BAB XVIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 60

(1) Kepala Lembaga Teknis Daerah Propinsi diangkat dan diberhentikan olsh
Gubernur

(2) Kepala Sekretariat , Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan
Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul
Kepala Lembaga Teknis Daerah.

BAB XIX
KEUANGAN
Pasal 61

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanakan tugas Lembaga Teknis
Dagtah Propinl dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BABXX
. KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

(1) Dengan berlakunya Pmtm‘ﬁﬂ&a;m ini maka segala ketentuan yang ber-
tentangan dengan Peraturian Daerah ind dinyatakan tidak berlaku,

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inl se mengenaj
pelaknansunnys akan distus lobih lanjut oleh Gubetnu, .

Pasal 63
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi
Sumatera Selatan,

Ditetapkan di P
pada tanggal 29 Desember 2000
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang

pada (anggal 5 Januerd 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

DRS. H. RADJAB SEMENDAWAI, S.H.
Pembina Utama Madya

Nip 440009190

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 3
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